
                                                                           
 
 
 
 
      

          LAPORAN SINGKAT 
          KOMISI II DPR RI 

  (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tahun Sidang : 2019-2020 
Masa Persidangan :  I 
Rapat Ke- : 22 
Jenis Rapat :  Rapat Kerja 
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari/Tanggal :  Kamis, 26 September 2019 
Waktu :  Pukul 16.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)   
  Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta 
Acara         : Pengambilan keputusan tentang RUU pertanahan 

dan menetapkan rekomendasi RUU tentang 
Pertanahan 

Ketua Rapat         : Dr. H. Zainudin  Amali, M.Si/ Ketua Komisi  II DPR  
RI. 

Sekretaris Rapat :  Danis Maya, SH / Kabagset Komisi II DPR RI   
Hadir         : A.  23 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 
  B. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI 
  C. Menteri Dalam Negeri RI 
      
I. PENDAHULUAN 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat 
Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
BPN RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Menteri Energi dan Sumber Daya 
Manusia RI, dan Menteri Hukum dan Ham RI agenda Pengambilan 
keputusan tentang RUU pertanahan dan menetapkan rekomendasi RUU 
tentang Pertanahan, pada Kamis, 26 September 2019, dibuka pada pukul 
16.05 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Zainudin Amali, M.Si dan 
dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
 

II. KESIMPULAN 
 

Komisi II DPR RI menyetujui usulan dari Pemerintah yang disampaikan 
oleh Menteri ATR/BPN dalam Rapat Kerja tanggal 26 September 2019 
untuk menunda pengesahan RUU tentang Pertanahan dalam rangka 
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menyempurnakan materi/substansi sekaligus untuk menampung aspirasi-
aspirasi yang berkembang di masyarakat dan selanjutnya RUU 
Pertanahan tersebut dibahas oleh DPR RI periode keanggotaan tahun 
2019-2024. 
 
Untuk selanjutnya diusulkan agar RUU tentang Pertanahan ini di carry 
over dengan mengagendakan kembali dalam Program Legislasi Nasional 
prioritas tahun 2020. 

 

 

III. PENUTUP 
 

 Rapat ditutup pukul 18.10 WIB. 
 

 

Jakarta, 26 September 2019 
KETUA RAPAT 

 
 
 
 

Dr. H. ZAINUDIN AMALI, M.SI 
A-292 

 

  
  

 
  


